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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan 
kepala desa dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan fisik desa. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah 
Desa Bajur, Kecamatan Labuapi. Metode penelitian yang 
digunakan berupa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, 
sekretaris desa, BPD, dan masyarakat sebanyak 14 orang. Data 
penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui kegiatan 
wawancara langsung dengan informan dan diperkuat dengan 
dokumentasi. Setelah diuji keabsahannya, data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan reduksi data, menampilkan kembali data, 
dan menyimpulkan serta memverifikasi.Penelitian ini menggunakan 
teori stewardship dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
adanya hubungan yang baik antara kepala desa dan masyarakat. 
Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan seorang kepala desa dalam 
melaksanakan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan 
mobilisator. Dari ketiga indikator ini kepala desa sudah 
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana 
perannya sebagai kepala desa memberikan motivasi kepada 
masyarakat untuk bersama-sama membangun desa, memberikan 
fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan 
memberikan dorongan kepada masyarakat. Begitu juga dari 
masyarakatnya, masyarakat sangat antusias membantu kepala 
desa disetiap kegiatan desa seperti pembangunan desa dengan 
ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaa, pelaksanaan, evaluasi, 
dan pemanfaatan hasil. 
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 Abstract  

This Study aims to determine the leadership role of the village head 
and to determine community participation in village physical 
development. This research is located in Bajur Village Government, 
Labuapi District. The research method used is a descriptive research 
method with a qualitative approach. The informants in this study 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 

dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa memiliki peran yang sangat penting 

dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional, karena desa merupakan ujung 

tombak dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang 

berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa kepala desa adalah kepala 

pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan desa. Maka salah satu tugas seorang kepala desa adalah 

melaksanakan pembangunan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum 

Musrenbang Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa dengan tujuan untuk 

menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang dilaksanakan satu 

tahun sekali dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDes)  untuk periode 6 tahun. Proses pembangunan yang dilaksanakan di desa 

sangat mengutamakan bantuan atau partisipasi dari masyarakat, karena partisipasi 

were the village head, the village secretary, BPD, and the community 
as many as 14 people. This research data is primary data obtained 
through direct interviews with informants and strengthened by 
documentation. After being tested for validity, the data obtained were 
analyzed using data reduction, re-displaying the data, and 
concluding and verifying.This study uses the theory of stewardship 
where the results of this study indicate that there is a good 
relationship between the village head and the community. This can 
be seen from the success of a village head in carrying out his role as 
a motivator, facilitator, and mobilizer. Of these three indicators, the 
village head has carried out his duties and responsibilities as well as 
his role as the village head to motivate the community to jointly build 
the village, provide the facilities needed by the community, and 
provide encouragement to the community. Likewise from the 
community, the community is very enthusiastic about helping the 
village head in every village activity such as village development by 
participating in the planning, implementation, evaluation, and 
utilization stages of the results. 
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masyarakat  merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa. Oleh karena 

itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh 

pihak lain seperti Pemerintah Desa. Sehingga dengan adanya keterlibatan Pemerintah 

Desa, besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan 

ikut serta dalam pembangunan. Kepemimpinan adalah faktor terpenting dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada suatu organisasi atau 

pemerintahan, karena kepemimpinan dapat mempengaruhi masyarakat untuk 

bekerjasama dalam mencapai visi dan misi pembangunan desa.  

Adapun penelitian yang mendukung mengenai kepemimpinan kepala desa, 

seperti yang dilakukan oleh (Masruhin et al., 2015), (Lamangida et al., 2017), (Salma et 

al., 2021) dan (Rismayana (2021). Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Masruhin et 

al. (2015) , dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa dikenal dengan kepala desa 

yang mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Dimana dalam setiap 

kegiatannya kepala desa selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Lamangida et al. (2017) 

mengatakan bahwa kinerja kepemimpinan harus sesuai dengan prosedur dan standar 

yang telah ditetapkan dan kepala desa harus mampu menjadi motivator serta 

mobilisator bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan 

desa. Salma et al. (2021) mengatakan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki 

peran yang sangat strategis untuk keberhasilan pembangunan fisik desa karena desa 

merupakan pemerintahan terkecil. Dalam penelitian tersebut untuk mengetahui 

peranan kepemimpinan kepala desa dilihat dari indikator-indikator yang digunakan 

yaitu indikator kepemimpinan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Rismayana (2021) hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa telah memberikan kontribusi yang 

baik terhadap pembangunan, serta mampunyai seorang pemimpin dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  

Penelitian ini didukung oleh teori stewardship, yang berarti bahwa adanya 

hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, dimana perilakunya bersifat 

kebersamaan dan melayani orang lain. Dengan adanya tujuan yang akan dicapai, 

kepala desa selaku pemimpin dapat melakukan kerja sama yang baik dengan 

masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena 

masyarakatlah kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut dan adanya peran 

kepemimpinan kepala desa yang berintegritas tinggi. Mengingat bahwa teori 

stewardship ini adalah teori yang mengedepankan kepentingan bersama daripada 

kepentingan pribadi. 
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Di dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa selaku pemimpin formal di 

desa harus mampu menyediakan, mendorong dan memberikan motivasi kepada 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan 

pembangunan. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki peran sebagai motivator yang 

berusaha untuk memotivasi dan memberi dukungan penuh kepada masyarakat 

dengan cara memberikan penghargaan kepada masyarakat yang antusias dalam 

berpartisipasi. Dan kepala desa sebagai fasilitator, artinya kepala desa sebagai 

penyedia sarana dan prasarana dalam proses pembangunan. Sedangkan peran 

kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa sebagai pendorong dan penggerak 

masyarakat untuk ikut melaksanakan kemajuan desa. Pembangunan yang efektif 

membutuhkan keterlibatan atau partisipasi seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat desa.  Partisipasi 

masyarakat memiliki intensitas ataupun bentuk partisipasi yang berbeda-beda sesuai 

dengan tahap atau tingkatan pembangunan desa yang diawali dengan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.  

Penelitian ini dilakukan disalah satu desa di Kecamatan Labuapi, yaitu Desa 

Bajur dimana di Desa Bajur dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak 

Ahmad Husni, SH, beliau sudah memimpin selama dua periode, yang berarti 

kepemimpinannya memberikan dampak positif kepada masyarakat. kepala desa 

melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dengan cara mengundang 

masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah yang diadakan oleh desa dengan 

tujuan bersama-sama membangun desa. adapun anggaran dana desa bajur yang 

diterima dari tahun 2015 sampai 2021 sebagai berkikut: 

 
Tabel 1 

Besar Dana Desa Tahun 2015 – 2021 

Tahun Dana Desa 

2015 Rp323.749.500 

2016 Rp740.911.000 

2017 Rp977.061.000 

2018 Rp1.055.519.000 

2019 Rp1.316.719.000 

2020 Rp1.456.059.000 

2021 Rp1.378.227.000 

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajur 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dana desa yang terima oleh Desa Bajur selalu 

mengalami perubahan untuk setiap tahunnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk 

melaksanakan program pembangunan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana 
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kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi, pendidikan sosial, dan bidang 

pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Setiap tahunnya dana desa Desa Bajur sepenuhnya digunakan untuk 

kegiatan pembangunan, akan tetapi berbeda halnya dengan tahun anggaran 2021.  

Dana desa untuk tahun anggaran 2021, Pemerintah Desa Bajur tidak dapat 

melaksanakan pembangunan sepenuhnya karena sebagian besar dana ini digunakan 

untuk menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. 

Melalui dana desa pihak pemerintah desa memberikan Bantuan Langsung Tunai 

kepada masyarakat lansia, janda, dan fakir miskin yang berjumlah 110 orang penerima 

manfaat dengan anggaran Rp396.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun (12 bulan). 

Hal lainnya digunakan untuk pembangunan talud jalan beton dan drainase yang 

berlokasi di Dusun Kalijaga dengan anggaran dana sebesar Rp152.473.500, 

Pembangunan Jembatan Dusun Kalijaga dengan anggaran Rp24.458.600, 

pembangunan jalan beton dan pipanisasi yang dilaksanakan di Dusun Bajur Induk 

dengan anggaran sebesar Rp17.161.625. Adanya pandemi covid-19 membuat kepala 

desa untuk membuat kebijakan dalam memutuskan penundaan pembangunan desa 

yang sudah direncanakan sebelumnya melalui musrenbang desa. Ini menandakan 

bahwa adanya kecakapan seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan 

keuangan desa dengan sebaik-baiknya yang bersumber dari dana desa untuk 

anggaran 2021 sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan dana 

desa ini, baik dari kesejahteraan masyarakat yang berupa bantuan atau pembangunan 

desa. 

Adanya partisipasi masyarakat dan peran kepemimpinan kepala desa dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. 

Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam 

menentukan arahan, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan. 

Sedangkan peran kepemimpinan kepala desa perwujudannya terlihat dari adanya 

dorongan, motivasi serta penyediaan sarana prasarana yang harus dilakukan untuk 

dapat menggerakkan keinginan masyarakat untuk peduli dengan pembangunan 

desanya sendiri. Dari uraian di atas serta berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, 

maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN 

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA” penelitian ini akan dilakukan 

di Pemerintahan Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan 

tujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan 
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partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dan untuk mengetahui  

partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara, 

dimana dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah draft program kerja, 

banner visi dan misi, daftar hadir peserta musyawarah desa, laporan hasil musyawarah 

desa, dan laporan keuangan desa yang akan menunjang dan memperkuat data utama 

untuk dianalisis, dan wawancara dilakukan untuk memvalidasi hasil dokumen yang 

ada.  Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, kepala desa sebagai 

informan kunci, masyarakat sebanyak 14 orang sebagai informan utama, dan 

sekretaris desa, BPD sebagai informan tambahan. Penelitian ini dilakukan di 

Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi. Data yang diperoleh kemudian diolah 

diperiksa kredibilitasnya, agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai 

titik tolak penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (objektivitas) (Sugiyono, 2016). Namun yang utama 

dalam penelitian ini untuk keabsahan data adalah uji kredibilitas data. Agar data dan 

hasil wawancara yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh 

keabsahan data, maka penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan cara 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan 

referensi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa  

Peranan kepemimpinan kepala desa dilihat dari indikator motivator, fasilitator, 

dan mobilisator. 

 

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Motivator 

Motivasi dalam hal pembangunan desa bertujuan untuk memberikan dukungan 

dan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. 

Sebagai seorang pemimpin formal dalam desa, kepala desa sebisa mungkin 

memberikan motivasi dan mendorong minat masyarakat untuk ikut andil dalam proses 
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pembangunan yang ada di desa, karena tujuan dari pembangunan desa tidak akan 

tercapai tanpa adanya campur tangan dari pemerintah desa dan masyarakat. Hasil 

penelitian terkait dengan peranan kepemimpinan kepala desa sebagai motivator dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dari hasil 

wawancara yang penulis peroleh mengenai bagaimana kepala desa dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran kepala desa sebagai 

motivator untuk mendukung masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, dapat 

dikatakan bahwa kepala desa sudah sangat baik dalam menjalankan apa yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam desa sesuai dengan peraturan yang 

tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 , dimana dalam Undang-Undang ini 

dibahas mengenai tugas kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, 

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, dan juga kepala desa sudah cukup baik menjadi 

pemimpin di mata masyarakat dengan memberikan dukungan dan motivasi untuk 

melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan kepala desa selalu melibatkan 

masyarakat dalam setiap program-program yang ada di desa. Hasil penelitian ini 

diperkuat dengan adanya bukti dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara, 

dokumen tugas dan tanggungjawab kepala desa, foto kegiatan sosialisasi kepala desa. 

 

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Fasilitator 

Peran kepala desa sebagai fasilitator artinya kepala desa sebagai penyedia 

fasilitas. Tugas kepala desa menyediakan dan melengkapi apa saja yang dibutuhkan 

dalam proses pembangunan desa yang dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa 

(TPKD). Peran kepala desa sebagai fasilitator juga merupakan salah satu upaya untuk 

Tabel 2 

Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Peranan Kepemimpinan Kepala 

Desa Sebagai Motivator 

No Item Motivator Motivator 

1 Tugas dan tanggung jawab kepala 
desa 

Tugas dan tanggung jawab kepala 
desa sesuai dengan pedoman yang 
ada yaitu permendagri undang-
undang No. 6 Tahun 2014 

2 Dukungan dan memotivasi 
masyarakat agar ikut andil dalam 
kegiatan pembangunan 

Tetap melibatkan masyarakat dalam 
kegiatan desa 
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 mencapai keberhasilan pembangunan fisik desa sesuai dengan apa yang sudah 

dianggarkan melalui ADD dan direncanakan dalam kegiatan musrenbang desa yang 

disusun dalam RKPDes yang akan ditetapkan menjadi APBDes. Hasil penelitian terkait 

dengan peranan kepemimpinan kepala desa sebagai fasilitator dapat dilihat pada tabel 

3 di bawah ini. 

 Ringkasan hasil wawancara pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa sebelum 

penyediaan kelengkapan sarana (seperti semen, pasir, batu dan alat berat) dan 

prasarana (seperti rabat jalan, gorong-gorong, dan talud) dalam memberikan fasilitas 

kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan masyarakat, kepala 

desa bersama dengan TPKD bekerjasama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat 

melalui pembangunan desa. Sebelum dilaksanakannya pembangunan desa, kepala 

desa bersama dengan tim melakukan kegiatan musyawarah untuk menentukan 

pembangunan apa saja yang harus dikerjakan dan menghitung biaya-biaya yang 

nantinya akan dikeluarkan sesuai dengan alokasi dana desa yang tersedia. Dalam hal 

ini, peran kepala desa sebagai fasilitator sudah cukup baik, seperti yang telah 

disebutkan di atas bahwa kepala desa dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas dari segala aspek baik itu aspek 

kesehatan seperti pustu, puskesmas, dan posyandu, di aspek pendidikan seperti paud 

dan diniyah, di aspek ekonomi seperti penyaluran bantuan (BLT) , dan aspek lainnya. 

Tabel 3 

Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Peranan Kepemimpinan Kepala 

Desa Sebagai Fasilitator 

Hasil dari penelitian ini didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk foto 

terkait sarana dan prasarana seperti penyediaan bahan dan alat, serta dokumentasi 

berupa laporan keuangan desa. 

No Item Fasilitator Fasilitator 

1 Penyedia kebutuhan 
masyarakat dalam 
pembangunan desa 

Tugas seorang kepala desa sebagai 
fasilitator yaitu sebagai penyedia kebutuhan 
masyarakat yang dibantu oleh TPKD (Tim 
Pengelola Kegiatan Desa) 

2 Fasilitas dan kelengkapan 
program pembangunan desa 

Untuk kelengkapan sarana dan prasarana 
dalam menunjang pemenuhan kebutuhan 
masyarakat melalui fasilitas-fasilitas yang 
diberikan oleh pihak pemerintah desa sudah 
lengkap sesuai dengan apa yang 
dianggarkan pada musyawarah dusun ke 
tingkat desa yang ditetapkan di dalam 
RKPDes 



Jurnal Tata Sejuta Vol.8, No 2 September 2022 

139 

 

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Mobilisator 

Kepala desa sebagai mobilisator artinya kepala desa memiliki peran sebagai 

penggerak  dalam kegiatan pembangunan desa. Sebagai pemimpin, kepala desa 

harus mampu menggerakan masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama 

dalam mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat menjalankan 

program-program desa seperti pembangunan yang ada di desa.Hasil penelitian terkait 

dengan peranan kepemimpinan kepala desa sebagai mobilisator dapat dilihat pada 

tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4 
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Peranan Kepemimpinan 

Kepala Desa Sebagai Mobilisator 

 
Ringkasan hasil wawancara pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa tupoksi dari 

pengawasan kegiatan pembangunan desa ada pada BPD, dimana BPD akan 

melaporkan semua kegiatan mengenai pembangunan desa kepada kepala desa dan 

nantinya kepala desa akan turun melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan 

pembangunan desa berjalan. Dengan perannya sebagai mobilisator kepala desa 

sebagai pengarah dan penggerak masyarakat agar bersama-sama terlibat dalam 

kegiatan pembangunan desa. Masyarakat perlu diarahkan agar paham bagaimana 

pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Untuk 

memberikan kesadaran kepada masyarakat, maka kepala desa secara langsung 

memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam 

membangun desa, dan perlunya transparansi dari pemerintah desa untuk 

mentransparankan dana-dana yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan 

dana lainnya agar dari sini masyarakat bisa melihat sejauh mana kemajuan desa 

No Item Mobilisator Mobilisator 

1 Mengarahkan dan membimbing 
masyarakat dalam mencapai 
tujuan 

Ikut terlibat langsung dalam meninjau hasil 
pembangunan desa di samping menunggu 
hasil laporan dari tim pengawas 
pembangunan desa yaitu BPD. 

2 Menjadi pengawas dalam proses 
pembangunan desa 

Memberikan orang lain wewenang yaitu 
Badan Pemasyarakatan Desa (BPD), 
karena tupoksi dari pengawasan 
pembangunan adalah bagian dari tupoksi 
BPD 

3 Metode yang digunakan dalam 
hal pembangunan desa 

Mentransparankan semua anggaran entah 
itu dari dana desa ataupun dari alokasi 
dana desa untuk semua jenis kegiatan 
pembangunan desa melalui spanduk, 
banner, dan papan informasi desa. 
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dalam membangun desa melalui transparansi yang dilakukan oleh kepala desa. Hasil 

penelitian ini didukung oleh dokumentasi foto kegiatan wawancara dan job desc kepala 

desa. 

 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa 

 Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dilihat dari 

indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. 

 

Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah desa 

untuk melaksanakan pembangunan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa 

mengadakan musyawarah antar dusun dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang 

dibutuhkan oleh masyarakat per dusun di dalam dusunnya sendiri, lalu kemudian 

setelah itu pemerintah desa mengumpulkan semua tokoh masyarakat di desa untuk 

memusyawarahkan apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa di 

setiap dusun. 

Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah desa mengadakan musrenbang desa 

setiap sekali setahun dengan mengundang semua tokoh masyarakat seperti tokoh 

petani, pendidik, perempuan, miskin, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya untuk 

merembuk hasil dari musdus yang dilaksanakan sebelumnya. Hasil penelitian terkait 

dengan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat dilihat pada tabel 5 di 

bawah ini. 

 
Tabel 5 

Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap 
Perencanaan 

No Item Perencanaan Perencanaan 

1 Antusias masyarakat dalam 
proses perencanaan 
pembangunan desa 

Kurangnya antusias masyarakat dalam 
tahap perencanaan untuk menghadiri 
undangan musyawarah dari tingkat dusun 
ke tingkat desa.  Hal ini disebabkan oleh 
masyarakat masih berpikir bahwa 
pembangunan adalah tanggungjawab 
sepenuhnya dari pemerintah, 
ketidakpedulian masyarakat, dan 
masyarakat sibuk dengan pekerjaanya 
sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan 
musyawarah. 
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2 Keterlibatan masyarakat dalam 
menyumbangkan ide atau 
pemikiran 

Tetap memberikan ide, pikiran, dan usulan 
kepada pemerintah desa melalui 
masyarakat yang hadir sebagai perwakilan 
untuk menyampaikan usulan kepada 
pemerintah desa untuk pembangunan 
kedepannya. 

 
Ringkasan hasil wawancara pada tabel 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

tahap perencanaan pembangunan fisik desa di Desa Bajur menjadi tantangan 

tersendiri bagi kepala desa agar masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan 

desa. Pemerintah desa sudah berupaya melibatkan masyarakat dengan mengundang 

masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah dusun ataupun desa guna 

merencanakan pembangunan apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah desa 

untuk masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa ternyata kurang 

dihiraukan oleh masyarakat, ini bisa dilihat dalam kehadiran masyarakat saat diadakan 

musdus ataupun musdes. Akan tetapi, pihak pemerintah desa tetap menyerap ide, 

aspirasi dan usulan dari masyarakat yang menghadiri musdus maupun musdes untuk 

menetapkan pembangunan kedepannya yang nantinya akan disusun dalam RKPDes 

dan ditetapkan menjadi RPJMDes. Hasil penelitian ini didukung oleh dokumentasi 

berupa laporan hasil musrenbang, daftar hadir musrenbang, dan foto kegiatan 

musrenbang. 

 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana pemerintah desa dan masyarakat 

melaksanakan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam keputusan bersama 

baik di dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Dalam tahap ini 

diperlukannya keterlibatan-keterlibatan dari semua elemen seperti pemerintah desa, 

TPKD, BPD, kepala dusun, RT, dan masyarakat untuk mengontrol kegiatan selama 

masa pelaksanaan pembangunan desa.Hasil penelitian terkait dengan partisipasi 

masyarakat dala tahap pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini. 

Tabel 6 
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap 

Pelaksanaan 

No Item Pelaksanaan Pelaksanaan 

1 Koordinasi pelaksanaan 
pembangunan desa 

Koordinasi tetap dilakukan bersama 
dengan pihak-pihak terkait seperti 
Sekdes, TPKDes, BPD, Kadus, RT, 
dan masyarakat demi berjalannya 
pelaksanaan program pembangunan 
secara efektif. 
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2 Pengendalian pelaksanaan 
pembangunan desa 

Tetap dilakukan pengendalian untuk 
mengevaluasi capaian-capaian dari 
pelaksanaan program pembangunan 
desa.  

 

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa, dari 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada narasumber peneliti pada saat 

wawancara mengatakan hal yang sama bahwa tetap dilakukannya koordinasi dan 

pengendalian oleh bapak kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa 

bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan 

desa, koordinasi dan pengendalian dilakukan dalam forum musyawarah yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tujuan dari koordinasi dan 

pengendalian dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa untuk menyesuaikan 

pembangunan agar tidak menyimpang dari apa yang sudah disepakati dalam forum 

musyawarah baik musyawarah dusun dan musyawarah desa dan untuk mengevaluasi 

capaian-capaian dari pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat. tanpa adanya koordinasi dan pengendalian dalam 

pelaksanaan pembangunan maka pelaksanaan tidak terarah. Hasil dari penelitian ini 

didukung oleh dokumentasi berupa hasil musrenbang, daftar hadir musrenbang, dan 

foto kegiatan musrenbang. 

 

Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah tahap dimana masyarakat memberikan penilaian, kritik, 

serta saran terhadap pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. 

Pada tahap ini keterlibatan masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah desa, 

mengevaluasi pembangunan desa bertujuan untuk menjadikan pembangunan lebih 

baik kedepannya dengan tetap menghadiri kegiatan musyawarah dusun ataupun desa 

untuk melakukan perencanaan pembangunan desa. Evaluasi yang diberikan oleh 

masyarakat disampaikan melalui BPD dan pihak-pihak terkait, jadi penyampaian kritik 

dan saran diberikan kepada BPD dan nantinya BPD yang akan menyampaikan ke 

kepala desa.Hasil penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dala tahap evaluasi 

dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini. 
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Tabel 7 
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap 

Evaluasi 

No Item Evaluasi Evaluasi 

1 Keterlibatan masyarakat dalam tahap 
evaluasi pembangunan desa 

Dilibatkannya masyarakat dalam tahap 
evaluasi untuk memberikan penilaian, 
kritik, saran, serta masukan melalui 
BPD dan nantinya BPD yang akan 
menyampaikan suara masyarakat ke 
bapak kepala desa. 

2 Dukungan kepada masyarakat untuk 
meningkatkan partisipasi dalam 
tahap evaluasi pembangunan desa 

Bapak kepala desa tetap memberikan 
dukungan kepada masyarakat dengan 
memberikan ruang, kesempatan, dan 
peluang kepada masyarakat untuk ikut 
dalam tahap pembangunan desa dan 
memberikan pandangan bahwa 
masyarakat menerima manfaat dari 
pembangunan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah desa.  

 
Ringkasan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 7 di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masyarakat tetap terlibat baik itu dalam tahap evaluasi terhadap 

pembangunan desa. Evaluasi dari masyarakat dapat memberikan masukan terhadap 

pembangunan kedepannya agar lebih baik lagi. Evaluasi yang disampaikan berupa 

penilaian, kritik, saran, serta masukan kepada pembangunan melalui BPD dan 

nantinya BPD yang akan menyampaikan suara dari masyarakat terkait dengan kritik 

dan saran yang disampaikan ke BPD. Kritik dan saran ini tetap ditampung oleh bapak 

kepala desa, memberikan ruang, peluang, serta kesempatan kepada masyarakat 

adalah cara untuk mendukung masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses 

pembangunan desa, dan memberikan pandangan serta pemahaman kepada 

masyarakat bahwa pembangunan diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri. hasil 

dari penelitian ini didukung dengan dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara dan 

laporan hasil pembangunan desa. 

 

Tahap Pemanfaatan Hasil 

Tahap dimana hasil dari pelaksanaan pembangunan desa dimanfaatkan oleh 

masyarakat desa. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat memanfaatkan hasil dari 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti askes jalan yang 

dibuat oleh pemerintah desa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dan inilah 

yang disebut bahwa pembangunan diperuntukan kepada masyarakat. Dibangun dan 

didukung oleh masyarakat, dan dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat itu 
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sendiri.Hasil penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dala tahap pemanfaatan 

hasil dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini. 

Tabel 8 
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap 

Pemanfaatan Hasil 

No Item Pemanfaatan Hasil Pemanfaatan Hasil 

1 Antusias masyarakat dalam 
memanfaatkan hasil pembangunan 
desa 

Masyarakat sangat antusias dalam 
memanfaatkan hasil pembangunan 
desa. 

2 Kepedulian masyarakat dalam 
memelihara dan menjaga hasil dari 
pembangunan desa 

Masyarakat sama-sama memiliki rasa 
peduli terhadap pembangunan desa 
dengan menjaga, memelihara, dan 
menggunakan hasil pembangunan desa 
sesuai dengan fungsi bangunan 
tersebut.  

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembangunan desa sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat sangat 

antusias dalam menjaga, memelihara dan menggunakan bangunan tersebut sesuai 

dengan fungsi dari bangunan tersebut. Dalam hal ini masyarakat bersama-sama untuk 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa. Seperti contoh jalan 

yang di rabat, pentaludan, gorong-gorong, perbaikan pustu, puskesmas, dan 

posyandu-posyandu ini bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

dan semuanya dimanfaatkan dengan baik dan dijaga dengan baik oleh masyarakat 

demi kenyamanan masyarakat sendiri. Hasil dari penelitian ini didukung dengan 

dokumentasi berupa laporan hasil pembangunan. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah peranan kepala desa sebagai motivator, fasilitator, 

dan mobilisator bisa dikatakan sudah baik. Pertama dari indikator motivator, dapat 

disimpulkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan pedoman yang ada yaitu kepala desa berpegang pada permendagri 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana dalam Undang-Undang ini dibahas 

mengenai tugas kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Kedua dari indikator fasilitator, dapat disimpulkan bahwa tersedianya 

fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat melalui 

pembangunan-pembangunan desa. Ketiga dari indikator mobilisator, dapat 

disimpulkan bahwa kepala desa berhasil dalam memberikan dorongan kepada 
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masyarakat dengan cara mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam mencapai 

tujuan yang dibantu oleh BPD, TPKD, Sekdes, Kadus, dan RT. Partisipasi masyarakat 

dari indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil, dapat 

dikatakan masih ada masyarakat yang ikut untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

desa. Pertama, pada tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa pemberian ide, 

gagasan, dan usulan dari masyarakat yang menghadiri rapat saja karena kurangnya 

antusias masyarakat untuk menghadiri musyawarah. Kedua, dari indikator 

pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan 

kepala desa melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pembangunan desa dengan melakukan koordinasi bersama sekdes, TPKD, BPD, 

kadus, RT, dan masyarakat  desa. Ketiga, dari indikator evaluasi dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat ikut andil dalam memberikan penilaian, karena pada tahap ini 

penyampaian evaluasi tidak membutuhkan waktu formal. Keempat dari indikator 

pemanfaatan hasil juga bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat memiliki 

antusias yang tinggi untuk memanfaatkan hasil bangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa. 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai 

stewardship theory. Dimana pemerintah desa merupakan sebuah organisasi desa 

memiliki pemimpin yaitu kepala desa, kehadiran dari pemimpin ini diharapkan dapat 

memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, demi terciptanya hubungan yang 

baik antara pemimpin dan masyarakat maka pemimpin harus bisa memimpin dengan 

baik, bijaksana, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

pedoman serta mampu mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan desa. 

Namun tidak hanya dari pihak pemimpin saja, pihak pemerintah desa juga 

membutuhkan bantuan dan dukungan dari masyarakat desa untuk melakukan kerja 

sama agar bersama-sama membangun desa. 
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